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TEITTAITG

PIUBERIIEI$TIAIT DAIT PEIYGAITGKATAI{
pENcicArTr ALTAR WATETU tpAwl PAITTTTA PElrIrfrGUTAfr SUARA (PPSI

DALASI PEI$T'ELEITGGARAAIT PEMITIIIAIT UilTIU TAIIIII{ 2(}19 PAI'A KOuISI
PEMILIIIAI{ UUUU NABI}PATEIY PAI{GAISDARAIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran

Diri dari:
1. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota Panitia

Pemungutan Suara {PPS} Desa Sukqiaya Kec.

Cimerak;
2. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS} Desa Bahrmalang Kec- Cimerak;

3. Sdr. ATANG SUDRA"IAT ketua Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak;
perlu dilakukan pemberhentian yang bersangiutan dari

Parritia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana

dimaksud pada angfta L,2 dan 3 serta dipandang perlu

dilakukan Pergantian Antar Wakttt (PAWI oleh Panitia

Pemungutan Suara {PPS) selanjutnya;

b. bahwa berdasarkan surat usulan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Kecamatan Cimerak Calon

Pergantian Antar Wai<tu PaWl Anggota Panitia
Pemilihan Suara (PPS), mengangkat:

1. Sdr. DEDE SAEPUL ANFAL, calon anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec.

Cimerak
2. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. calon anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec'

Cimerak:
3. Sdr. HAPUDIN calon anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Desa Ciparanti 11sg. Qimerak,

perlu dilakukan pengangkatan Panitia Pemungutan

Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada ang!<a l, 2
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Mengingat

dan 3 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2AL9;

c. bahwa dalam Pemberhentian dan Pengangkatan
Pengganti Antar Waktu {PAWI Panitia Pemungutan
Suara (PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b dipandang perlu ditetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor O1 Tahun
2OA4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor O5,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2ALl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\

4. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2Ol2 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan [Jmum, (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1821, tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Afi Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6138h

7" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lfmum,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sel<retaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2Al7 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan psrnilihan Umum Tahun 2019
sgfoagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Peraturan Konrisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun
2018;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATLI

KEDUA

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun
2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ROMIDIN
ADNA WIJAYA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Desa Sukajaya Kec. Cimerak
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ALI

HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Desa Batumalang Kec. Cimerak
3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ATANG

SUDRA"IAT ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Desa. Ciparanti Kec. Cimerak;
4. Surat Rekomendasi Ketua PPK Cimerak Nomor :

LT /PPK-CMK/PEMILU I){JI/2O18 tanggal 28 Desember

2OL8 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktr
(PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suk{aya,
Desa Batumalang dan Desa Ciparanti.

UEUUTUSKAIT:
PEMBERHEI.TTTAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI

ANTAR WAKTU IPAW} PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS

DAI,AM PEI{YELENGGAIRT\./U{ PEMILIHAN UMUM TAHUN

2OL9 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN.

Memberhentikan:

1. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota. Panitia
Pemungutan Suara (PPSI Desa Suk4iaya Kec- Cimerak;

2. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan
Suara {PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak;

3. Sdr. ATANG SUDRA"IAT ketua Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak,

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2419,
disertai ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengaMian
selama menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Menganglat:

1. Sdr. DEDE SAEPUL ANFAL, calon anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPSI Desa Sukqiaya Kec. Cimerak

2. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. calon anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPSI Desa Batumalang Kec-

Cimerak;
3. Sdr. HAPUDIN calon anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPSI Desa Ciparanti Kec. Cimerak,
dalam knyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2AL9;

Masa Kerja Pengganti Antar Waku (PAS/) Panitia
Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak ditetapkan sampai

KETIGA
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KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Hukum,(

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. YtJ:. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

dengan 3l Desember 2O18;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {APBN} Tahun Anggaran 2O18;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan
ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pangandaran
: 28 Desember 2OfB

KETUA,

UTIIITAI}III, S.IIi

ttd.

SEKR
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